
WALIKOTA BANJARMASIN 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN 
NOMOR  TAHUN 2020 

TENTANG 

TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

WALIKOTA BANJARMASIN, 

:  a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan dan 
tugas serta produktivitas Pimpinan dan Anggota 
DPRD sebagai wakil rakyat yang mengemban 
aspirasi masyarakat; 

b. bahwa Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 
40 tentang 2011 tentang Tunjangan Perumahan 
bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kota Banjarmasin sebagaimana 
telah  diubah dengan Peraturan Walikota 
Banjarmasin Nomor 53 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarmasin 
Nomor 40 Tahun 2011 tentang Tunjangan 
Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin 
sudah tidak sesuai dengan kebutuhan 
pengaturan  tunjangan perumahan bagi 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah perlu diganti.  

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (6) 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah dan ketentuan Pasal 17 ayat (6) 
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
menetapkan  Peraturan Walikota tentang 
Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 



Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II di Kalimantan ((Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) 
Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia 
Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas 
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan  Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 



7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 
tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, 
dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6197); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang  Pengelolaan  Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 
Tahun  2017 tentang Pengelompokan 
Kemampuan  Keuangan  Daerah serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 310); 

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 
Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 
2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Nomor 43); 

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran 
Daerah Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Nomor 40); 

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin 
(Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 8); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan:  PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN 
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH. 



BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Banjarmasin. 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Pemerintah Daerah yang 

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota 
Banj armasin. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin. 
6. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kota Banjarmasin. 
7. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan 

Anggota DPRD, dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan 

rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD. 

8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin yang 
selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kota Banjarmasin. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin. 

BAB II 
BESARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI 

PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 2 

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak mendapatkan rumah negara dan 
kelengkapannya. 

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum mampu menyediakan rumah negara bagi 
Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada 
yang bersangkutan dapat diberikan Tunjangan Perumahan. 



Bagian Kedua 
Besaran Tunjangan Perumahan 

Pasal 3 

(1) Penetapan besarnya Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD 
adalah sebagai berikut: 
a. Tunjangan Perumahan untuk Ketua DPRD adalah sebesar Rp. 15.000.000,-

(lima belas juta rupiah) perbulan; 
b. Tunjangan Perumahan untuk setiap Wakil Ketua DPRD adalah sebesar Rp. 

14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) perbulan. 
c. Tunjangan Perumahan untuk setiap anggota DPRD adalah sebesar Rp. 

14.000.000,- (empat belas juta rupiah) perbulan. 
(2) Pengenaan pajak PPh Pasal 21 untuk Tunjang Perumahan dibebankan kepada 

yang bersangkutan. 

Pasal 4 

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang menerima Tunjangan Perumahan wajib 
mempertanggungjawabkan penggunaan tunjangan tersebut berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD bertanggungjawab atas Pembayaran 
Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD. 

Bagian Ketiga 
Tata Cara Pembayaran Tunjangan Perumahan 

Pasal 5 

(1) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan 
setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD terhitung sejak pembacaan 
sumpah / janji jabatan. 

(2) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu, Pembayaran 
diberikan terhitung sejak pembacaan sumpah/janji jabatan. 

(3) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah disediakan dan menempati 
rumah jabatan tidak diberikan Tunjangan Perumahan. 

Pasal 6 

(1) Bagi pasangan suami/istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan 
dan/atau Anggota DPRD pada periode yang sama hanya diberikan salah satu 
tunjangan. 

(2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suaminya menjabat sebagai 
Walikota/Wakil Walikota tidak diberikan Tunjangan Perumahan. 

(3) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak 
diberikan Tunjangan Perumahan. 



BAB III 
PEMBIAYAAN 

Pasal 7 

Pembiayaan. pemberian Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD 
yang diatur dalam Peraturan Walikota ini, dibebankan pada APBD dan sumber 
lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Banjarmasin 
Nomor 40 Tahun 2011 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota 
Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Walikota Banjarmasin Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Walikota Banjarmasin Nomor 40 Tahun 2011 tentang Tunjangan Perumahan bagi 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin 
(Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 53) dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 

Pasal 9 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin. 

Ditetapkan di Banjarmasin 
pada tanggal 14  i a. a 

WALIKOTA BANJARMASIN, 

IBNU SINA 

Diundangkan di Banjarmasin 
pada tanggal 1.,ei 
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN, 

HAMLI KURSANI 

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020 NOMOR 
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